
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGUI.ANDANG BIARO

PEMTURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 7 TAHUN 2O1O

TENTANG

BADAN{ PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro memiliki

kondisi geografis, hidrologis dan demografis yang sering terjadi
bencana baik yang disebabkan oleh fuktor alam seperti banjir
dan tanah longsor, faktor non alam seperti wabah penyakit,

maupun faktor Manusia sepe,ti konflik sosial yang menyebabkan

timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta

benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu
dapat menghambat pembangunan daerah;

b. bahwa sejalan dengan maksud pertimbangan pada huruf a
di atas, sekaligus dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 25 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana juncto pasal 2 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dan sebagai
implementasi ketentuan pasal 45 Peraturan Pemerintah
Nomor 4t Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
Eadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro,

Mengingat 1. Undang-undang Nomor B Tahun L974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia'fahun L974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
R.epublik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor B Tahun
t974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor L69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3Be0);



4.

2.

3.

6,

7,
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Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a389);

Llndang-undang Nomor 32 Tahun 20A4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20A4 Nomor 725, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 72

l'ahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

Nomor 32 Tahun 20A4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a8a$;
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

IJndang-undang Nomor 15 Tahun 2047 tentang

Fembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2047 Nomor L7, Tambahan Lembaran

Negara Republik trndonesia Nomor 4691);

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2A07 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nornor 66 Tahun 2007, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesfa Tahun 2OAg Nornor 12, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a967);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
labatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1gg4 Nomor 22,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

35a7);

5.

9.



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AA7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor BZ, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nonnor afil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4t Tahun 2407 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Nlegara Republik indonesia Nomor 4747);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

aB28);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a829);

15, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Peran Serta Lembaga internasional dan Lembaga Asing

Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4830);
16. Peraturan Presiden Republik indonesia Nomor B tahun

2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan
Bencanana;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006

tentanE Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007

tentang Petunjuk teknis Penataan Organisasi perangkat

Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan bencana;



Menetapkan

20.

2r.

2.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan
Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Pesetujuan bersama
DEWAT{ PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SIAIJ TAGULANDANG BIARO
dan

EUPATI KEPUI.AUAN SIAT.' TAGULANDANG BIARO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BiARO TENTAI\G BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH MBUPATEN KEPUI.AUAN SiAU TAGUI-ANDANG

BIARO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Datam peraturan Daerah ,r'3#;'rimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro;
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan ,dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Dasar Negara Repubtik Indonesia
Tahun L945;
Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro bersama perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3.

4.
5.
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7. Daerah Otonom, selan'iutnya disebut daerah, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam sisterri iiegara Kesatuart Repuiriik

indonesia;
Dorannkat [)acrah Kaht rnaten arlalah r rnqr rr nemhantr r

Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, Dinas Daerah, InspeKorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan

Lembaga lain serta Kecamatan dan Kelurahan;
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Kepulauan Siau Taguianciang Biaro;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang
cal:rnir rtnrr: rlicinnlzrt ADRh rrl=lrh P=d:nJtvltrr ULaLt tyla lll.Jll lYl\llrl. Wtl vvl LflrulLrl I 9uvul I

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan
Siau Tagulandang Biaro yang melakukan
penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang
pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah
otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
?--J^-^-^:--lnuune5td;

Kelompok jabatan fungsional adalah himpunan jabatan
fr rnncinn:l lzarhlian rl=n /:trr r irhrl-=n fr rnrrci.rn:lr 9. r:rJrvr .vr r\sqr raagr a vgt l/ sgv Jvvgwr I r vr r:rJtvr rvl

keterampilan yang mernpunyai fungsi dan juga berkaitan
erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas
pemerintahan;

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang

mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh

faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusial kerusakan lingkungan, kerugian harta benda,

dan dampak psikologis;

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian yang disebabkan oleh alam
antara lain berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung

berapi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah
longsor;

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh

peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang

antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi,

epidemi dan wabah penyakit;
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16. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan

oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok

atau antar komunitas rnasyarakat, dan teror;

Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah adalah

serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan

pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan

bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;

Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian

kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk

menghilangkan dan / atau mengurangi ancaman bencana;

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang

dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui

pengorganisasian dengan langkah yang tepat guna dan

berdaya guna;

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian

peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang

kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh

lembaEa yang berwenang;

Ii4itigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi

resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun

penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi

ancaman bencana;

1-anggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan

yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian

tlencana untuk menangani dampak buruk yang

c1itimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan

evakuasi korban, hafta benda, pemenuhan kebutuhan

dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi,

penyelamatan, sefta pemulihan prasarana dan sarana;

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek

pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang

memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran

utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar

semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat

pada wilayah pasca bencana;

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua

prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca

bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun

masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan
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25.

26.

berkembangnya kegiatan dan perekonomian, sosial dan

budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya
peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan
pada wilayah pasca bencana;

Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa

yang bisa rnenimbulkan bencana;

Rawan bencana adalah suatu karakteristik geologis,

biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya,

politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk

mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan

mengurangi kemarnpuan untuk menanggapi dampak

buruk bahaya teftentu;

Femulihan adalah serangkaian kegiatan untuk

nnengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup

yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali

kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan

upaya rehabilitasi;

Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang

dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko

bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana

maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan

akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu
tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa
terancam hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan

atau kehilangan hafta, dan gangguan kegiatan

masyarakat;

Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan
bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat
keadaan darurat;

Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan
yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu
tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas
untuk menanggulangi bencana;

Pengunesi adalah orang atau kelompok orang yang
terpaksa atau dipaksa keh.rar dari tempat tinggalnya untuk

iangka waKu yang belum pasti sebagai akibat dampak
buruk bencana;

Setiap orang adalah perorangan, kelompok orang
dan/atau badan hukum;
Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang
yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana;
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35. Kampung atau yang disebut dengan nama lain,

sr:lanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan

rnasyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah

yiang berwewenang untuk mengatur dan mengurus

krepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalarn sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS

DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang

Biaro.

Bagian Kedua

Kedudukan
Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perangkat

daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan

dibaw;eh dan bertanggung jawab langsung kepada kepala

daerah yang secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah,

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan

kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional
penanEgulangan bencana terhadap usaha

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan

bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta

rekonstruksi secara adil dan setara;

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan
penyelenggaraan penanggulangan bencana

berdasarkan peraturan perundang-undangan ;



c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta

rawan bencana.

d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan

bencana;

e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan

bencana pada wilayahnya;

f, Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana

kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi

normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan

barang

h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang

diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD); dan

i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan;

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal

4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan

fungs;i:

a,Menumuskan,menetapkan kebijakan penanggulangan

bencana penanganan pengungsi dengan beftindak cepat

dan tepat, efektif dan efisien;

b.Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan

bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI BPBD

Pasal 6

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan ;
b" Unsur Pengarah;

c. Unsur Pelaksana;



BAB IV

URAIAN TUGAS

Bagian Kelima

Kepala Badan

Pasal 7

(1) Krepala Badan mempunyai tugas memimpin Badan

Prananggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan

tugas dan fungsi Badan Penaggulangan Bencana Daerah.

(2) Kepala badan penanggulangan bencana Daerah

rnembawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan

unsur pelaksana penanggulangan bencana.

Bagian Keenam

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana

Pasal 8

Llnsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

tr:rdiri dari Ketua yang dijabat oleh kepala BPBD dan B

(lDelapan) Anggota;

Pasal 9

(1) i\nggota Unsur Pengarah BPBD terdiri dari :

ia. fiumlah 5 orang) Pejabat Pemerintah daerah;

b. fiumlah 4 orang) anggota dari masyarakat profesional.

(2) Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
huruf a dilakukan sesuai dengan mekanisme dan

peraturan perundangan yang berlaku;

(3) tJnsur Pengarah BPBD dari anggota masyarakat

Profesional ditetapkan melalui prosedur pemilihan dan

s;eleksi melalui uji kepatutan dan kelayakan atas

persetujuan DPRD;

(4) Prosedur pemilihan dan seleksi Unsur pengarah dari
anggota masyarakat profesional sebagaimana dimaksud
pada ayat 3, mekanismenya Sesuai dengan peraturan
perundang- undangan yang berlaku.



Pasal 10

Keaniggotaan Unsur Pengarah BPBD Kabupaten ditetapkan

dengan keputusan Bupati.

Bagian Ke Tujuh

Unsur Pelaksana Penanggulangan bencana

Kedudukan tugas dan fungsi

Pasal 11

Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan beftanggung
jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten.

Pasal 12

Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan
penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi
prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Unsur pelaksana BPBD
menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi penyelenggaraan bencana;

b. Komando Penyelenggaraan penanggulangan bencana;
dan

r:. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana.

Susunan Organisasi

Pasal 14

Susunan organisasi unsur pelaksana BPBD Kabupaten terdiri
atas :

a. Kepala Pelaksana;

b. Sekretariat unsur pelaksana;

c. Bidang pencegahan dan kesiagaan;

d. Bidang kedaruratan dan logistik;

e. Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;

f. Kelompok jabatan fungsional;



Kepala pelaksana

Pasal 15

Kepala pelaksana BPBD berada dibawah dan beftanggung

jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten.

Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 16

Sekretariat terdiri atas :

a, Sub Bagian program;

b. Sub Bagian keuangan;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 17

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas :

a. Seksi Pencegahan;

b, Seksi Kesiapsiagaan.

Pasal 18

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas :

a. Seksi Kedaruratan;

b. Seksi Logistik.

Pasal 19

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas :

a, Seksi Rehabilitasi;

b. Seksi Rekonstruksi.

Pasal 20

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas BPBD sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21

Penjabaran dan Fungsi BPBD Kabupaten diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati.



Pasal 22

Struktur Organisasi BPBD Kabupaten sebagaimana tercantum

pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari peraturan daerah ini.

Pasal 23

(1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas penyelenggaraan

penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi

dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan

darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan sekretariat sefta

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui kepala

pelaksana;

(2) Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Unsur Pelaksana Penanggulangan

Bencana mempunyai fungsi :

a. Koordinasi, komando, penyusunan program

pelaksanaan penanggulangan bencana pada

wilayahnya;

Penyelenggaraan urusan dibidang pencegahan dan

kesiapsiagaan;

Penyelenggaraan urusan dibidang penanganan

darurat;

d. Penyelenggaraan urusan dibidang rehabilitasi dan

rekonstruksi;

e. Penyelenggaraan urusan dibidang sekretariat;

f. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Kedelapan

Sekretaris

Pasal 24

(1) Sekretaris mempunyai tugas penyelengaraan pelayanan

administrasi, hukum, kepegawaian, perencanaan/

keuangan dan umum serta tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Badan melalui Kepala pelaksana;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1). Sekretariat membawahkan :

a. Sub bagian Hukum dan Kepegawaian;

b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;

c, Sub bagian Umum.

b.

C.



Bagian KesemLlilan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 25

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaksanakan

turgas penyelenggaraan penanggulangan bencana dibidang

prabencana dan pemberdayaan masyarakat sefta tugas

lain yang diberikan oleh Kepala Badan melalui kepala

pr:laksana;

(2) Llntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) di atas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Nlembawahkan:

a. Seksi Prabencana;

b. Seksi Pemberdayaan.

Bagian KesePuluh

tsidang Penanganan Darurat

Pasal 26

(1) tlidang Penanganan Darurat melaksanakan tugas

penyelenggaraan penanggulangan bencana dibidang

t,anggap darurat dan penanganan pengungsi serta tugas

lain yang diberikan oleh Kepala Badan melalui kepala

gletaksana;

(2) tJntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Penanganan Darurat membawahkan:

a.Seksi Tanggap Darurat;

b,Seksi Penanganan Pengungsi.

Bagian Kesebelas

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 27

(1) lBidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan tugas

rrneliputi penyelenggaraan penanggulangan bencana pada

lbidang rehabilitasi dan rekonstruksi serta tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Badan melalui kepala pelaksana;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

membawahkan:

a,Seksi Rehabilitasi;

b. Seksi Rekonstruksi.



BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

(1) Di lingkungan badan penanggulangan bencana daerah

,Capat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian

rCan spesiflkasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur

,Can ketentuan yang berlaku;

(2) l(elompok jabatan fungsional mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai

rJengan keahlian dan kebutuhan;

(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
rflungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan ;

(4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang

tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
(5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja;

(6) jenis dan jenjang jabatan fungsional di atas diatur

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAE VI
ESHLONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 29

(1) Kepala BPBD secara ex officio dijabat oleh sekretaris

daerah adalah jabatan struktural eselon II a.

(2) Kepala pelaksana BPBD Kabupaten adalah jabatan

struktural eselon II b.

(3) Sekretaris BPBD adalah jabatan struktural eselon IIIa.
(4) Kepala Bidang BPBD adalah jabatan struktural eselon IIIa.
(5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi BPBD adalah jabatan

struktural eselon IVa.

Pasal 30

(1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten diangkat dan

diberhentikan oleh Kepala daerah atas usul Sekretaris
Daerah.

(2) Pejabat-pejabat lainya dilingkungan BPBD Kabupaten

diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan perundang-

undangan.
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BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan

Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-

undangan.
BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau

Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau

Pada tanggal 27 Desember 2010

TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau

pada tanggal 27 Desrember 2010

Pembina Utama Muda

NIP. 19614274 198710 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
TAHUN 2010 NOMOR

BUPATI KEPUI3U SIAU TAGULANDANG BIARO,

SEKRETARIS DAEMHI,

Drs. J.H. PAIANDUING,M.Si

KEPULAUAN SIAU TAGUI-ANDANG BIARO



Lamp AN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN

SIAU TAGULANDANG BIARO

Nomor : 7 TAHUN

Tanggal , ?7 Desember 201 O

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGI.,'LANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

SEKSI

KEDARURATAN

ll

;1

:
l

.::i
1

ii

.,:1

4
riil
:s
.',i,l$

d
1S

.N

,i*tr

KEPA,LA BADAN

KEPALA PELAKSANAUNSUR PENGARAH

INSTANSI
PROFESIONAL
/ AHLI SEKIlETARIAT

SUBBAGIAN

UMUM DAN

KEUANGAN

SUBBAGIAN

HUKUM &
KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN

PROGRAM

BIDANG

KEDARURATAN DAN

LOGISTIK

BIDANG

REHABILITASI DAN

REKONSTRUKSI

BIDANIG

PENCEGAHI\N DAN

KESiAPSIAGAAN

SEKSI

PENCEGAHAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BUPATI KEPU

TONI SUPIT



PENJELASAN
ATAS

iPERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 7 TAHUN 2O1O

TENTANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PENJEI.ASAN UMUM.

Undang- undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan

bencana, merupakan upaya pemerintah dalam menangani bencana , bencana

mengakibatkan dampak terhadap kehilangan jiwa manusia, harta benda, dan
kerusakan sarana dan prasarana. Kerugian harta benda dan prasarana dapat
mencapai jumlah yang sangat besar dan diperlukan dana yang cukup besar pula
untuk pemulihannya,

Guna menghindarkan dan mengurangi kerugian yang sangat besar,

maka diperlukan upaya penanggulangan sejak dari pencegahan, Mitigasi,
tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi seluruh sistem pengaturan
organisasi rencana dan program yang berkaitan dengan hal - hal inilah yang
disebut penanggulangan bencana.

Dalarn Peraturan Daerah ini tugas dan fungsi hanya diatur secara
umum, sedangkan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi akan ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini terdiri I (detapan) Bab dan 32 (tiga puluh dua)
Pasal.

II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah ini terdiri cjari B (Delapan) Bab dan 32 (Tiga Puluh Dua) Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan pelaksanaan
tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 5
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal B ayat (1)
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Kepala Badan diminta maupun

ketentuan dan kebijakan Badan

Masukan *r, l,,raksud disampaikan kepada
tidak diminta.

Pasal B ayat (3)

Keanggotaun rn[ur pengarah meRgacu pada
Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 9 s.d Pasal 32
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